
BABI 

PENDAHllLUAN 

Hak asasi manusia (llAM) sering dihubungkan dengan kepolisian. lni tidak 

terlepas dari lcerja pofisi yang sehari-hari bersinggungan dengan RAM. Bagi poftsi 

dalam menjalankan tugas dnn keweoangannya seyogyanya da_pat mcngacu ke_pada 

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam oegara demokralis dimanapun 

di muka bwni ini penegakan hukum seharusnya dilak'Ukan olch polisi dan tidak 

dipengaruhi oleh unsur-unsur Jain, sehingga tidak teijadinya tumpang tindih 

sebagaimana peagalarnan pada era orde baru dimana fuagsi pcnegakan hukum telah 

di1aksana:kan oleb berbagai instirusi. 

Namun didalam aplikasinya di lapangan justru penegakan hukum yang te!ah 

dilaksanakan scsuai dengan prosedur dan aturan yang ada, dirasakan tidak memenuhi 

tuntutaa keadilan masyaral.at sehingga menimbulklm berbagai rcaksi yang bersifat 

destruktif. Oleh karenanya berbagai upaya penegakan hukum yang diantaranya 

dilakukan oleh Polri tclah dihadapknn pada dilema yang mencmpatkannya pada posisi 

yang serba salah, padal1a'l begitu lcentalnya barapan masyaral<at ter'hndap l:emarnpuan 

Polri untuk dapat mengatasi scrta mengelola situasi penuh dengan kctidak pastian ini 

untuk dapat roengarah kepada terwujudnya stabilitas Kamtibmas yang mantap. 

Rarapan Uii muncul le.arena pada 22 Juni "2009 Xapolri Bamoang BendaISO 

Danuri menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip 

dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyclenggaraan Tugas Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah maju dari kcpolisian dalain 

upaya pcmajuan, pcrlindwigan dan pcnegakan RAM di lndonesia. Scbelumnya 1'o£ri 

telah menjalin MoU dengan Komnas HAM RI dalam u_paya pcnegakknn HAM. Polri 

juga telah berusaha mengubah citranya yang sclama ini bercorak militcr dengan 

konsep pcrpotisian masyarakat (Polmas). MasyaralaU wajib mengetahui pcraturan ini 

untuk mengontrol dan memastikan polisi tidak melanggar HAM. 

Ada 8 ( delapan) hak asasi manusia yang terkait dengan tu gas kcpolisian, yakni 

(a). hak mempcro1eh keadilnn (b). hak atas kebebasan pribadi (c).ha1' atas rasa aman 

(d). hak bebas dari penangkapan sewcnang-wenang, hak bebas dari pcngbilangan 

sccara paksa, (e). bak khusus perempuan, (f).hak khusus anak, (g). bak khusus 

masyarakat adat, (h). ha:k khusus 'kelompo'k minoritas, sepcrti etnis, agama, 

pcnyandang cacat, orientasi seksual (pasal 7).1 

Sesuai dengan prinsip mcnghargai dan mcnghormati I LAM, setiap anggota 

'Polri dalam melaksana:kan tugas atau dalam kebidupan sen:ui-bari wajib unttik 

menerapkan perlindungan dan pcnghargaan HAM, sekurang-kurangnya: (a). 

rnengbormati martabal dan HAM setiap orang; (b). bertind:ik secara adil dan tidak 

disla'iminafif; ( c). llerper'ilak-u so pan; ( d). mengnormafi nonna agama, etika, dan 

susila; dan e. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum 

dan HAM (Pasal 8).2 

1 LBH Makasar, kMcnaoti Polisi Bcrbaju HAM", lrttp:llwww.lbl>-makassar.°'gl?p-1861, 
Diakses 1a11ggal I I April 2011. 
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